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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Dinas Pendapatan Daerah  

a. Sejarah singkat berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sleman 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Setiap Kabupaten dapat membentuk 

lembaga negara sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi 

daerah masing-masing, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tersebut pemerintah Kabupaten Sleman 

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penataan 

kelembagaan ini Bagian Keuangan Setda, Bagian Perlengkapan 

Setda, dan Dinas Pendapatan Daerah digabung menjadi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan harapan 

pemerintah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi 

Pemerintah Daerah. 

Ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
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Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 

2009, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan 

kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Sleman. Sebagai salah satu hasil evaluasi penataan kembali 

Organisasi Perangkat Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Daerah.  

Seiring dengan perkembangan, dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan urusan 

pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan 

tugas, jumlah kepadatan penduduk, kemampuan keuangan serta 

sarana dan prasarana daerah, pemerintah Kabupaten Sleman 

melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Beberapa ketentuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sleman, yang diubah diantaranya adalah Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas 

Pendapatan Daerah (DISPENDA). 
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Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 ini, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 

50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan disusunnya 

Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang pajak, salah satu 

diantaranya adalah Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memiliki wewenang 

memungut pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, 

pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan. 

b. Tugas pokok dan fungsi serta tujuan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sleman 

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 

2011 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah. 

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
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melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah secara umum 

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah 

dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah 

2) Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah 

3) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah 

4) Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

Gambar 1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
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Gambar 2. Bagan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
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c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 

1) Visi  

 Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan visi yang 

merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu: 

“TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH” 

 Pengertian visi terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah 

sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan 

daerah adalah suatu kondisi dimana peran pegawai memiliki 

keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas 

pengelolaan pendapatan daerah serta para pegawai yang 

memiliki pribadi yang tangguh dan handal, keterampilan yang 

aktual serta berwawasan luas sebagai landasan tindakan-

tindakannya yang penuh pertimbangan dan mempunyai sikap 

positif. 

 Visi Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan petunjuk 

dan arah yang mengikat bagi setiap staf dan pimpinan dalam 

organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai 

maksud dan tujuan organisasi, bukan hanya pada tahap memulai 

tetapi pada seluruh ritme kehidupan organisasi. Oleh karena itu 

pencapaian visi akan berhasil didasarkan pada komitmen seluruh 

staf dan pimpinan. 
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2) Misi 

 Dalam mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah 

dirumuskan misi  sebagai berikut: 

a) Meningkatkan pembinaan, pendaftaran, pendataan, 

pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah 

b) Meningkatkan akuntabilitas penelitian, perhitungan, 

dan penetapan pendapatan daerah 

c) Meningkatkan penagihan pendapatan daerah dan 

pengelolaan pendapatan daerah lainnya. 

3) Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan 

memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang 

akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan bersifat 

idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan 

yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan 

kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota 

organisasi. 

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah salah satu dinas di 

Kabupaten Sleman yang memiliki wewenang mengeluarkan izin 

mendirikan bangunan reklame.  
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a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

1) Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 

kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat  mempunyai 

fungsi : penyelenggaraan urusan umum, penyelanggaraan 

urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan 

penyelenggaraan urusan perencanaan. 

Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, 

sebagai berikut : 

a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

umum; 

b) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan Kepegawaian; 

c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

keuangan; 

d) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perencanaan dan evaluasi. 

2) Bidang Bina Marga 

Bidang Bina  Marga  mempunyai tugas menyelenggarakan, 

membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, 

danmengendalikan pembangunan, peningkatan, dan 

http://www.dpup.slemankab.go.id/?page_id=165
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pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, 

kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas; 

a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai 

tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan 

pembangunan dan peningkatan jalan; 

b) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas 

menyelenggarakan, membina dan mengendalikan 

pemeliharaan jalan. 

c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan  Jembatan 

mempunyai tugas menyelenggaraan, membina, dan 

mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan jembatan. 

3) Bidang Permukiman 

Bidang ini mempunyai  tugas melaksanakan tugas 

menyelenggarakan ,membina, dan mengendalikan 

pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan 

sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase. 

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur 

organisasi Dinas sebagai berikut : 

a) Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas 

menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan 

pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana 

dan sarana dasar permukiman ; 
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b) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas 

menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan 

pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 

c) Seksi Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan, 

membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, 

dan pemanfaatan drainase. 

4) Bidang Penataan Bangunan 

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina 

pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan 

serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan.Tugas 

dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur 

organisasi Dinas, sebagai berikut: 

a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan  mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan 

pengendalian tata bangunan dan lingkungan; 

b. Seksi Perizinan Bangunan  mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan membina pelayanan perizinan 

bangunan; 

c. Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan membina pengendalian perizinan 

bangunan. 
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5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan 

mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan 

air limbah. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur 

organisasi Dinas, sebagai berikut: 

a) Seksi Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan; 

b) Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan , 

membina, dan mengembangkan pengelolaan pertamanan; 

c) Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas 

menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan 

pengelolaan air limbah. 

6) Bidang Perumahan 

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakandan membina 

pengembangan, pengendalian, dan pembangunan perumahan 

serta kemitraan dan pemberdayaan pelaku pendukung 

pembangunan perumahan. 

Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, 

sebagai berikut: 

a) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan  membina pengembangan 

perumahan; 
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b) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan 

mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina 

pembangunan dan pengendalian perumahan; 

c) Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan mempunyai 

tugas menyelenggarakan dan membina kemitraan 

pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan 

perumahan. 

b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

1) Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 

Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, 

penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan 

responsif gender. 

2) Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 

a) Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi 

pelayanan; 

b) Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan; 

c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 

pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan; 

 

 

 

 

 

http://www.dpup.slemankab.go.id/?page_id=54
http://www.dpup.slemankab.go.id/?page_id=48
http://www.dpup.slemankab.go.id/?page_id=13
http://www.dpup.slemankab.go.id/?page_id=54
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Gambar 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

 

3. Biro Periklanan 

 Biro iklan (advertising agency) diartikan sebagai suatu 

organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, 

mengkoordinasi, mengelola, dan atau memajukan merek, pesan, dan 

atau komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan 

memperoleh imbalan atas layanannya tersebut. Dengan demikian, 

perusahaan periklanan adalah termasuk kategori perusahaan jasa.  

PT. Karka Abisatya Mataram merupakan salah satu perusahaan 

periklanan (advertising agency) yang berkantor pusat di Jalan Gambir 

No. 11 baciro Yogyakarta, berdiri pada tanggal 5 Mei 1993 dan mulai 

beroperasi 1 September 1993 dengan didukung tenaga muda 

profesional dengan idealisme tinggi dan berpengalaman di bidang 

periklanan. Berfokus pada media luar ruang (outdoor advertising) 

maka pilar utama kekuatan kami khususnya terletak pada pengadaan 
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titik-titik lokasi (space provider) media luar ruang beserta proses 

produksinya, seperti billboard, sign board, neon box, dan yang 

lainnya. Visi PT. Karka Abisatya Mataram adalah sebagai space 

provider berskala nasional yang berkomitmen untuk memberikan 

layanan terbaik kepada konsumen. Komitmen ini kami pegang 

semenjak awal perusahaan, sekarang, dan selamanya. 

 

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu 

benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah (Siahaan, 2005: 323). Pelaksanaan pemungutan pajak 

reklame berkaitan dengan perizinan reklame yaitu wajib pajak harus 

melakukan prosedur izin penyelenggaraan reklame terlebih dahulu 

sebelum reklame dipasang, dengan perolehan izin reklame ini maka wajib 

pajak mempunyai kewajiban membayar pajak, pajak reklame merupakan 

salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki 

kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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1. Perizinan Reklame di Kabupaten Sleman 

  Pelaksanaan perizinan reklame Kabupaten Sleman dilakukan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP). Tugas Seksi 

Perizinan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sleman 

mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan perizinan 

bangunan, termasuk salah satunya adalah izin mendirikan bangunan 

reklame. Pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Sleman diatur 

dalam Peraturan Daerah No.14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame 

dalam penerapannya Peraturan Daerah tersebut hanya prinsip-

prinsipnya yang masih digunakan, untuk prosedur perizinannya 

menggunakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Bangunan 

Gedung, karena perizinan untuk bangunan reklame mulai tahun 2012 

dimasukkan menjadi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegiatan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perizinan bangunan reklame yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

a. Prosedur izin reklame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Prosedur izin reklame 
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Dari gambar dapat dijelaskan: 

1) Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Kantor Pelayanan 

Perizinan (KPP), pemohon mendapat bukti penerimaan berkas. 

2) Petugas KPP meneliti kelengkapan data dan menyerahkan pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP).  

3) Petugas staf seksi perizinan DPUP melakukan kajian administrasi 

pada data yang telah diterima. 

4) Apabila tidak mendapatkan izin pendirian reklame maka pemohon 

akan menerima surat pemberitahuan kekurangan syarat atau surat 

penolakan dari petugas. 

5) Apabila mendapatkan izin pendirian reklame maka petugas 

menindaklanjuti dengan melakukan tinjau lokasi kajian konstruksi. 

6) Setelah dilakukan tinjau lokasi oleh petugas akan dilakukan kajian 

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan 

7) Setelah dikaji oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan 

kemudian dikeluarkan surat izin dan SPRD (Surat Perhitungan 

Retribusi Daerah)Kemudian Surat izin dan SPRD (Surat Perhitungan 

Retribusi Daerah) diserahkan dan dikaji oleh Kepala Seksi Perizinan 

dan Kemudian dikaji oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan. 

8) Surat izin dan SPRD jadi, kembali ke staf kemudian diserahkan 

kepada pemohon. 

9) Pemohon membayar retribusi reklame di Kantor Pelayanan Perizinan. 
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10) Pemohon menyerahkan fotocopy kuitansi bukti pembayaran retribusi 

dari KPP kepada DPUP. 

11) Surat izin ditandatangani Kepala Dinas PUP dan kemudian surat izin 

reklame diserahkan kepada pemohon.  

Menurut Pasal 1 Peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 4 

Tahun 2003 tentang Izin Reklame yang dimaksud reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan 

corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa 

atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu 

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, 

dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Ketentuan 

perizinan diatur dalam pasal 4.  Pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:  

“Penyelenggara reklame dapat mengajukan izin reklame 

kembali apabila masa berlaku izin reklame akan berakhir”. 

 

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:  

“Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum izin 

berakhir”. 

 

 Proses perizinan permohonan penyelenggaraan reklame 

dilakukan selama 14 hari kerja dengan asumsi apabila 

persyaratannya lengkap. Sedangkan untuk permohonan 

perpanjangan perizinan, pemohon tidak diperkenankan untuk 

melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, 

jenis reklame. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh pihak 
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biro periklanan reklame yang sering menguruskan izin reklame 

pengiklan mengurus izin reklame membutuhkan waktu yang lama, 

izin dikeluarkan sampai jangka waktu satu bulan atau lebih. Padahal 

hanya memperpanjang tanpa merubah konstruksi dan ukurannya. 

Berdasarkan wawancara dengan staf bagian Seksi Perizinan 

Bangunan hal tersebut diatas dikarenakan pemohon mengajukan izin 

dan apabila diberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan izin 

kekurangan syarat, atau ada hal lain yang memang belum dilengkapi 

oleh pemohon, tapi dari pihak pemohon tidak segera melengkapi 

syarat-syarat yang dibutuhkan untuk segera dikeluarkannya izin, hal 

ini merupakan penyebab sehingga proses dikeluarkan izin bisa lebih 

dari 14 hari kerja. Hal tersebut dibantah oleh karyawan salah satu 

biro periklanan/reklame dengan menjelaskan perpanjangan izin 

dilakukan tanpa merubah konstruksi dan ukuran reklame sehingga 

seharusnya prosedur izin tidak membutuhkan waktu lama namun 

kenyataan di lapangan prosedur izin dan waktu dikeluarkannya izin 

lebih dari 14 hari kerja. 

Permohonan perpanjangan izin yang disertai dengan 

perubahan maka proses permohonan akan seperti dengan 

permohonan penyelenggaraan reklame yang baru, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan 

oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, ternyata lokasi 

yang dimohon tidak memungkinkan untuk dipasang, maka Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman akan 

menerbitkan surat penolakan dan menyarankan kepada wajib pajak 

untuk mencari lokasi lain yang memungkinkan untuk pemasangan 

papan reklame. Setelah dikeluarkannya surat rekomendasi izin 

pemasangan reklame untuk orang pribadi atau badan dikeluarkannya 

persetujuan bupati Kabupaten Sleman atas permohonan pemasangan 

reklame oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten 

Sleman untuk memeriksa apakah sesuai dengan persyaratan atau 

tidak, jika telah memenuhi persyaratan maka Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan memberikan izin yang berlaku selama satu tahun 

sejak tanggal yang ditentukan.  

Di lapangan sering ditemukan pemohon yang mengajukan 

izin reklame dengan memilih lokasi yang sudah tidak diizinkan 

karena jumlahnya dirasa sudah banyak, sehingga reklame 

menumpuk dan menganggu pandangan pengendara. Pemohon sudah 

diberi peringatan oleh petugas karena hal tersebut menjadi alasan 

penolakan izin reklame. Pemohon yang tidak menghiraukan maka 

akan tetap memasang reklame di tempat tersebut.  Pemasang 

reklame menjelaskan pemasangan reklame difokuskan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis yaitu jalan-jalan yang sering dilewati 

pengendara/audiens iklan. Hal ini menjadi faktor penyebab banyak 

reklame yang tidak memiliki izin tetap dipasang dan menimbulkan 

reklame di Kabupaten Sleman tidak tertata dan terlihat semrawut. 
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b. Syarat perolehan izin reklame 

Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu 

mengajukan permohonan izin dengan syarat-syarat yang ditentukan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 

sebagai berikut: 

1) Fotocopy KTP pemohon 

2) Surat kuasa diatas materai (jika dikuasakan) 

3) Fotocopy KTP penerima kuasa 

4) Fotocopy bukti hak atas tanah (jika dibangun di tanah 

persil/bukan tanah negara) 

5) Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah (jika pemohon 

bukan pemilik tanah dalam bentuk kerelaan, sewa menyewa, atau 

kerja sama) 

6) Fotocopy IPPT (untuk yang wajib IPPT) 

7) Fotocopy dokumen lingkungan (jika dipersyaratkan sesuai 

ketentuan yang berlaku) 

8) Denah lokasi 

Permohonan izin tersebut diajukan dengan mencantumkan 

data yaitu nama dan alamat wajib pajak, ukuran reklame, jenis, lama 

pemasangan, lokasi pemasangan. Permohonan yang diajukan 

tersebut kemudian diproses oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Kabupaten Sleman. Permohonan yang diajukan tersebut 

kemudian diproses oleh Dinas PUP dengan melakukan survey ke 
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lokasi yang dimohon, untuk melihat secara langsung apakah lokasi 

yang dimohon layak untuk dipasang reklame atau tidak. Sesuai Bab 

IV Pasal 7 penyusunan naskah reklame wajib memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Tidak bersifat SARA 

2) Tidak bersifat pornografi 

3) Tidak melanggar etika moral 

4) Tidak melanggar ketertiban umum 

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dikeluarkannya izin 

reklame adalah sebagai berikut: 

1) Masih adanya kekurangan syarat 

2) Posisi reklame menutupi reklame yang lain dan rambu lalu lintas 

3) Mengganggu arus lalu lintas 

4) Ada keberatan dari masyarakat  

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh staf bagian Seksi 

Perizinan Bangunan DPUP, salah satu faktornya adalah karena 

kurang syarat, misalnya konstruksi yang tidak sesuai dengan 

peraturan izin mendirikan bangunan reklame, kemudian posisi 

reklame menutupi reklame, ini disebabkan karena pemohon hanya 

terfokus pada tempat-tempat yang sudah dipenuhi reklame lain atau 

tidak mau mencari tempat lain seperti contohnya jalan Gejayan, 

Babarsari, faktor yang lain adalah menganggu arus lalu lintas, dan 

yang terakhir adanya keberatan dari masyarakat. Hal ini sama seperti 
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yang dijelaskan oleh karyawan salah satu biro periklanan/reklame di 

Kabupaten Sleman, beberapa faktor yang menyebabkan tidak 

dikeluarkannya izin antara lain lingkungan keberatan dengan 

keberadaan reklame, reklame saling menutupi, menganggu rambu-

rambu lalu lintas atau rambu lalu lintas, reklame dekat dengan 

jembatan sehingga dianggap berbahaya. 

Jika reklame yang dipasang tidak mempunyai izin dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan maka izin reklame dapat dicabut 

dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi 

apabila: 

1) Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

2) Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 

3) Naskah reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. 

4) Menurut pertimbangan Kepala Dinas atas nama kepala daerah, 

ternyata tidak pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5) Masa berlakunya izin telah berakhir. 

Pencabutan izin diatur dalam Pasal 9, Izin reklame dicabut 

apabila: (a) Penyelenggaraan reklame tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8. (b) Penyelenggara 

reklame memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang 

diberikan. Pencabutan izin reklame dilakukan melalui proses 

peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, dengan 
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tenggang waktu masing-masing satu minggu. Jika prosedur yang 

tertera diatas tidak dapat dilaksanakan dan dipatuhi maka tujuan 

dalam mewujudkan negara yang tertib, aman dan tentram tidak dapat 

terlaksana dengan baik. Kerja sama dengan masyarakat sangat 

diperlukan dalam hal ini.  

Pembongkaran reklame akan dilakukan apabila pendirian 

reklame dilakukan tanpa izin dan apabila izin reklame telah dicabut. 

Pembongkaran reklame atau bangunan reklame dilakukan oleh 

penyelenggara reklame reklame atau pemerintah daerah, apabila izin 

reklame telah berakhir maka pembongkaran reklame atau bangunan 

reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame. Pembongkaran 

reklame oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) 

dilakukan dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja 

(SatPol PP), yaitu untuk reklame yang memiliki konstruksi 

permanen (tetap) dilakukan oleh DPUP sendiri, dan untuk reklame 

yang konstruksinya tidak permanen (tidak tetap) dilakukan oleh 

SatPol PP. Rapat koordinasi dilakukan dua minggu sekali atau sesuai 

kebutuhan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda), DPUP, dan SatPol PP untuk membahas penertiban 

reklame yang ada di daerah Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman sudah menyediakan papan reklame untuk pemasangan 

spanduk, SatPol PP Kabupaten Sleman sudah sering melakukan 

penertiban spanduk dan reklame dengan membongkar reklame yang 
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tidak sesuai dengan peraturan tetapi kenyataan di lapangan banyak 

pihak periklanan/advertising yang masih memasang spanduk dan 

reklame pada tempat-tempat yang bukan semestinya. Apabila sudah 

ditertibkan pada hari yang berbeda sudah terlihat reklame tersebut 

terpasang lagi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di 

Kabupaten Sleman banyak reklame yang tidak memiliki izin reklame 

dan belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 

izin reklame. 

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah memiliki 

regulasi tentang izin reklame yaitu Peraturan Daerah No. 14 Tahun 

2003 tentang Izin Reklame. Peraturan Daerah tersebut tidak 

mengatur dengan jelas hal-hal yang bersifat teknis tentang 

pemasangan reklame, misalnya ukuran reklame, posisi 

pemasangannya, tempat pemasangannya dan lain-lain. Yang pertama 

dalam pasal 1 huruf c disebutkan bahwa: “ Tempat pemasangan 

reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau 

benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh 

pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat 

pemasangan reklame.” Kenyataan di lapangan banyak sekali 

spanduk yang dipasang melintang jalan-jalan protokol. Yang kedua 

Sanksi bagi pelanggar,  Pasal 3  berbunyi:  

“Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan 

reklame wajib memiliki izin reklame”.  
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Pasal 14 juga menjelaskan tentang ketentuan pidana atau 

pelanggaran apabila setiap orang atau badan hukum yang melanggar 

ketentuan pada pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00. 

Seharusnya dengan pasal diatas pemerintah Kabupaten Sleman tidak 

ragu lagi untuk memberikan sanksi kepada setiap pelanggar 

peraturan daerah Kabupaten Sleman. Kenyataan di lapangan belum 

pernah sekalipun pelanggar pasal tersebut diberi sanksi secara tegas, 

hal ini menjadi salah faktor yang menyebabkan para pelanggar tidak 

pernah jera untuk memasang kembali.  

Masalah sanksi pemerintah daerah Kabupaten Sleman 

menghadapi kesulitan untuk menerapkan dan ada beberapa hambatan 

karena di Kabupaten Sleman banyak reklame yang tidak berizin. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

perizinan reklame di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Daerah No.14 Tahun 2003, namun pada kenyataannya 

pelaksanaan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembongkaran 

reklame yang tidak berizin belum dilaksanakan secara penuh dan 

untuk penerapan sanksi bagi pelanggar belum dilaksanakan secara 

tegas karena pemerintah daerah masih menghadapi beberapa 

hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. 
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c) Pendaftaran wajib pajak reklame 

Pendaftaran wajib pajak dilakukan oleh subjek pajak. Untuk 

pendaftaran pertama kali dilakukan dengan cara mengambil formulir 

pendaftaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak daerah pada 

Dinas pendapatan Daerah. Kemudian mengisi formulir dengan jelas, 

benar, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah ada pada 

formulir. Setelah formulir diisi dan ditandatangani serta dilengkapi 

lampiran yang dibutuhkan segera diserahkan kembali kepada Dinas 

Pendapatan Daerah secara langsung. Bagian paling bawah akan diisi 

oleh petugas penerima. Petugas akan segera memasukkan data 

tersebut ke dalam sistem informasi yang kemudian akan didapatkan 

Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan untuk dicantumkan 

kedalam formulir pendaftaran wajib pajak. Hal ini senada dengan 

yang diungkapkan oleh salah satu biro periklanan di Kabupaten 

Sleman. Pendaftaran untuk pertama untuk menjadi wajib pajak,maka 

wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah akan 

mendapat formulir pendaftaran wajib pajak dan mengisi formulir 

sesuai dengan petunjuk, setelah itu maka akan diberi Nomor Peserta 

Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh bagian seksi 

pendaftaran dan pendataan. 

 Subjek pajak yang dimaksud adalah seorang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame 

dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 
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menyelenggarakan reklame. Seperti yang ditegaskan Nurlan Darise 

(2009:62) subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Jadi 

setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan atau 

melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame. 

Seharusnya subjek pajak reklame mendaftar menjadi wajib pajak dan 

membayarkan pajaknya dalam waktu 20 hari setelah reklame 

dipasang. 

Namun di lapangan banyak ditemui pemasang reklame yang 

tidak melaksanakan pendaftaran di kantor pelayanan pajak daerah 

Dinas Pendapatan Daerah, seharusnya reklame seperti papan nama 

lebih dari 1 x 2 meter sudah kena pajak. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh pemasang reklame dengan ukuran 2 meter, yang 

menjelaskan tidak melakukan pendaftaran karena memang sebelum 

reklame dipasang tidak melakukan izin terlebih dahulu. 

d) Pendataan obyek pajak reklame 

 Pendataan dilaksanakan oleh seksi pendataan menggunakan 

formulir pendaftaran wajib pajak dengan mencantumkan Nomor 

Peserta Wajib Pajak pada formulir data obyek pajak dan subjek 

pajak wajib mengisi formulir data obyek pajak reklame. Formulir 

data objek pajak reklame ini sekaligus akan menjadi Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk subjek pajak. Melalui 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini maka subjek pajak 
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telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak reklame. Setelah 

formulir data obyek pajak reklame diserahkan kepada petugas maka 

data dimasukkan pada sistem informasi dan dikelola serta ditetapkan 

oleh bidang seksi pendataan yang kemudian dikeluarkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dimana SKPD memuat data obyek 

pajak reklame dan besar pajak reklame yang harus disetorkan oleh 

wajib pajak. 

SKPD diparaf oleh Kepala Seksi penetapan dan Pembukuan. 

Apabila setelah pemeriksaan masih terutang pajak, bupati atau 

pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika: 

1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar 

2) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda 

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, 

jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah 

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan 

untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk 

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% sebulan dan ditagih melalui STPD. Data hasil SPTPD digunakan 

untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan 
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masih terutang pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan 

tidak atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda.” 

2. Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman 

 Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam 

Pasal 2 yang berbunyi: “Dengan nama pajak reklame dipungut pajak 

atas setiap penyelenggaraan reklame”. Dalam pelaksanaannya yang 

berkaitan dengan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

yaitu: 

a. Objek, Subjek, dan wajib Pajak Reklame 

Sesuai Peraturan Daerah No.4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame 

Pasal 3 ayat (1) yang disebut objek reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame yang meliputi: 

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, 

2. Reklame kain, 

3. Reklame melekat, stiker, 

4. Reklame selebaran, 

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 

6. Reklame udara, 

7. Reklame apung, 

8. Reklame Suara, 

9. Reklame film/slide, dan 

10. Reklame peragaan 

 

Dalam Pasal 3 ayat (2) tidak termasuk sebagai objek pajak adalah 
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1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, 

2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya, 

3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih 

dari 1 (satu) meter persegi, 

4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah, dan 

5) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, 

keagamaan, politik, dan kebudayaan yang tidak bersifat mencari 

keuntungan 

 

Selanjutnya Pasal 4 berbunyi:  

“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame”  

 

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:  

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame”.  

 

Kemudian Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:  

“Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, 

pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak”. 

 

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten 

Sleman sesuai objek pajak reklame yang diatur dalam Peraturan 

Daerah tersebut diatas telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman, namun pemungutan pajak reklame hanya 

berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mendaftar 

menjadi wajib pajak dan mengisi formulir data obyek pajak reklame 

yang disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dari 10 objek 

reklame yang disebutkan diatas tidak semua penyelenggara reklame 
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selalu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak reklame, seperti 

penyelenggara reklame dengan jenis reklame berjalan, udara/balon, 

stiker/selebaran, suara film/slide, peragaan. Pemerintah daerah dalam 

hal ini mengalami hambatan untuk bertemu dengan pemilik reklame. 

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame, sehingga karena penyelenggaraan 

reklame tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajaknya. 

Badan yang dimaksud dalam hal penyelenggaraan reklame adalah 

Perusahaan biro periklanan/reklame yaitu perusahaan yang melayani 

pemasangan serta perizinan reklame dan pembayaran pajak reklame 

kepada pemerintah daerah karena pengiklan telah memberikan kuasa 

kepada biro iklan untuk mengurus penyelenggaraan reklame 

b. Dasar pengenaan pajak reklame  

 Salah satu tahapan dalam pemungutan pajak reklame adalah 

pengenaan pajak reklame. Dasar pengenaan diatur dalam Peraturan 

Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame pada Bab III pasal 

6. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, 

dihitung dengan memperhatikan faktor berikut: 

1. Jenis reklame 

2. Harga bahan yang digunakan 

3. Lokasi penempatan 

4. Waktu 

5. Jangka waktu penyelenggaraan 
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6. Jumlah 

7. Ukuran media reklame 

 

Tabel 3. Nilai Sewa Reklame 

No Jenis Reklame Lokasi Penempatan Koef 

harga 

bahan 

per m2 

Koef 

waktu 

ketera

ngan Jenis Koe

f 

Kelas 

jalan 

Koef 

1 Videotron, 

Megatron 

1 Median I 

Median II 

Median III 

I 

II 

III 

2,3 

1,7 

1,4 

1 

0,6 

0,5 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

1 Min. 

90 

hari  

Maks. 

365 

hari 

2a 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran s.d 

25m2 

Billboard, 

Tin Plate, 

Neon Box, 

Rombong, 

Pilon 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Median I 

Median II 

Median III 

I 

II 

III 

2,3 

1,7 

1,4 

1 

0,6 

0,5 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

 

1 Min. 

90 

hari  

Maks. 

365 

hari 

2b Ukuran 

lebih dari 

25m2 

Billboard, 

Tin Plate, 

Neon Box, 

Rombong, 

Pilon 

1 Median I 

Median II 

Median III 

I 

II 

III 

 

2,3 

1,7 

1,4 

1 

0,6 

0,5 

5.500 

5.500 

5.500 

5.500 

5.500 

5.500 

1 Min. 

90 

hari  

Maks. 

365 

hari 

3 Baliho 1 I 

II 

III 

1 

0,6 

0,5 

5.000 

5.000 

5.000 

1 Min. 

7 hari  

Maks. 

365 

hari 

4 Shopsign, 

Mural, 

Paintwall 

0,2 I 

II 

III 

1 

0,6 

0,5 

4.000 

4.000 

4.000 

1 Min. 

30 

hari  

Maks. 

365 

hari 
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No Jenis Reklame Lokasi Penempatan Koef 

harga 

bahan 

per m2 

Koef 

wakt

u 

ketera

ngan Jenis Koe

f 

Kelas 

jalan 

Koef 

5 Berjalan/pa

da 

kendaraan 

0,5 I 1 5.000 1 Min. 

30 

hari  

Maks. 

365 

hari 

6 Kain 

Spanduk, 

Rontek, 

Umbul-

umbul 

0,8 I 

II 

III 

1 

0,6 

0,5 

3.000 

3.000 

3.000 

1 Min. 

3 hari  

Maks.

7 hari 

7 Rontek 

konstruksi 

besi 

2,5 Median I 

Median II 

Median III 

2,3 

1,7 

1,4 

3.000 

3.000 

3.000 

1 Min. 

3 hari  

Maks.

7 hari 

8 Melayang 

Balon 

1 I 

II 

III 

1 

0,6 

0,5 

200.000 

200.000 

200.000 

(dlm 

Rp/buah) 

1 Min. 

7 hari  

Maks.

30 

hari 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
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Tabel 4. Daftar Kelas Jalan 

No Kelas 

Jalan 

Koef Nama Jalan 

1. Median I 

 

 

 

 

 

Median II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Median III 

2,3 

 

 

 

 

 

1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Jl. Adisucipto dari batas kota s.d pertigaan 

bandara 

Jl. Colombo dari bundaran UGM s.d pertigaan 

samirono 

Jl. Kaliurang dari batas kota s.d pintu gerbang 

asrama 403 

Jl. Afandi dari batas kota s.d Mrican/Realino dan 

jl. Moses  

Jl. Magelang dari batas kota s.d terminal jombor 

Jl. Adisucipto dari pertigaan bandara s.d batas 

wilayah Prambanan 

Jl. Ringroad dari perempatan Jombor s.d 

pertigaan Maguwoharjo 

Jl. Afandi dari Mrican/Realino s.d balai desa 

condongcatur 

Jl. Kaliurang dari pintu gerbang asrama 403 s.d 

pertigaan Ngasem 

Jl. Magelang dari terminal jombor s.d  

perempatan beran 

Jl. Nyi condrolukito dari batas kota s.d 

perempatan monjali 

Jl. Godean dari batas kota s.d perempatan demak 

ijo 

Jl.Babarsari dari pertigaan babarsari s.d 

Jl.Seturan perempatan Ring road UPN 

Selain Median I dan Median II 

2 I 1 - Jl. Ringroad : Perempatan RR jombor, 

Perempatan RR Monjali, Perempatan RR 

Maguwoharjo, Pertigaan Prambanan, 

Perempatan RR Kronggahan, Perempatan RR 

Demak ijo, Perempatan Pelem Gurih, Pertigaan 

Gamping (termasuk radius 250 meter dari As 

Perempatan/pertigaan  

- Sepanjang ruas jalan Colombo dari bunderan 

UGM s.d Pertigaan Samirono 

- Sepanjang ruas jalan Prof. Yohanes dari batas 

kota s.d perempatan sagan 

- Sepanjang ruas jalan Adisucipto dari batas kota 

s.d pertigaan bandara 

- Sepanjang ruas jalan Babarsari dari pertigaan 

babarsari s.d jalan Seturan/perempatan UPN 

- Sepanjang ruas jalan Affandi dari batas kota  
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 

c. Penghitungan pajak reklame 

Dalam menghitung besarnya pajak reklame, kantor pelayanan 

pajak daerah Dispenda Kabupaten Sleman terlebih dahulu 

mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: jenis reklame, harga 

bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame dan rumus untuk 

menghitung pajak reklame. Sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 8 

No Kelas 

Jalan 

Koef Nama Jalan 

3 II 0,6 - Sepanjang ruas jalan Solo dari pertigaan 

bandara s.d Prambanan batas wilayah 

- Sepanjang ruas jalan Ring road dari gamping 

s.d Maguwoharjo/ Jln Adisucipto 

- Sepanjang ruas jalan Wates dari batas wilayah 

s.d pertigaan RR Gamping 

- Sepanjang ruas jalan Kledokan s.d 

Jl.Adisucipto 

- Sepanjang ruas jalan Demangan , 

Jl.Cendrawasih 

- Sepanjang ruas jalan Timoho 

- Sepanjang ruas jalan Wahid Hasyim Condong 

Catur 

- Sepanjang ruas jalan Perumnas Condong 

Catur 

- Sepanjang ruas jalan Magelang dari terminal 

Jombor s.d pasar sleman 

- Sepanjang ruas jalan Godean dari Perempatan 

RR Demak Ijo s.d perempatan pasar Godean 

- Sepanjang ruas jalan Kaliurang dari pintu  

4 III 0,5 Selain yang disebutkan pada kelas jalan I dan II 
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tarif pajak reklame yang ditetapkan untuk pajak reklame pada kantor 

pelayanan pajak daerah Dispenda adalah sebesar 25%. 

Rumus untuk perhitungan pajak reklame : 

 

 

 

 Cara penghitungan pajak reklame ini juga dijelaskan oleh 

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan dan 

senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas biro 

periklanan penghitungan pajak reklame sesuai dengan Peraturan 

Daerah No.4 Tahun 2011, dengan cara mengalikan faktor dasar 

pengenaan pajak reklame. 

Contoh:  

Pemasangan billboard ukuran 2 x 2 x 2 sisi di sepanjang ruas Jl. 

Magelang sampai perempatan Jombor (terminal Jombor) dengan 

harga bahan perm
2
 Rp 5.000,00 selama 12 bulan. 

Cara penghitungan:  

Nilai Sewa Reklame (NSR) = Koefisien jenis reklame x harga bahan 

yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu 

penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame 

1 x Rp 5.000,00 x 1 x 365 x 8 x 25% = Rp 3.650.000,00 

Maka pajak reklame sebesar Rp 3.650.000,00 inilah yang akan 

disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan 

Nilai Sewa Reklame (NSR) = Koefisien jenis reklame x harga 

bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka 

waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame 
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menetapkan pajak daerah terutang dengan menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

d.  Tata cara pembayaran pajak reklame 

Menurut Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap wajib pajak membayar 

pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

1) Tempat pembayaran pajak reklame 

Tempat pembayaran pajak reklame Kabupaten Sleman dapat 

dilakukan: 

(a) Kantor Pelayanan Pajak Daerah yaitu tempat dimana terdapat 

beberapa loket dan petugas yang melayani penyetoran pajak 

daerah salah satunya adalah pajak reklame.  

Hal ini seperti diungkapkan oleh kepala Bidang Pendaftaran 

dan pendataan yang menyatakan pembayaran pajaknya 

langsung di Dinas Pendapatan Daerah, di loket bagian depan. 

(b) Dapat pula melalui tempat pembayaran elektronik yaitu 

melalui ATM atau teller yang disetorkan ke Rekening 

Bendahara Dinas Pendapatan Daerah. Melalui tempat 

pembayaran elektronik ini mempunyai manfaat dalam 

melayani pembayaran pajak reklame untuk obyek pajak yang 

berada di wilayah Kabupaten Sleman namun wajib pajak 
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berada di luar wilayah Kabupaten Sleman atau berada di luar 

kota. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Seksi 

Pendaftaran dan Pendataan yang menyatakan dapat melalui 

ATM atau rekening bendahara Dinas Pendapatan Daerah 

apabila wajib pajak berada diluar daerah sedangkan 

reklamenya berada di Kabupaten Sleman. 

2) Cara Pembayaran Pajak Reklame 

  Cara yang digunakan oleh Dispenda yang melalui tempat 

pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Daerah wajib pajak 

datang ke kantor tersebut dengan membawa Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat yang menunjukkan bahwa wajib 

pajak telah memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan 

telah ditetapkan besar pajak reklame yang harus disetorkan 

kepada Dispenda. Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

juga dicantumkan batas penyetoran terakhir pajak, agar menjadi 

perhatian bahwa pajak reklame yang pembayarannya terlambat 

maka dikenakan denda  sebesar 2%.  

Apabila melalui Bank atau ATM maka wajib pajak 

membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

menyetorkan pajak ke rekening bendahara yang ditunjuk oleh 

Dispenda yang digunakan untuk menampung dana pembayaran 

pajak reklame, yang kemudian akan disetorkan oleh bendahara 
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Dispenda kepada Bidang akuntansi (Bidang pembukuan dan 

pelaporan DPPKAD).  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.4 Tahun 

2011 tentang Pajak Reklame Pasal 18 menjelaskan apabila setelah 

lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang 

membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan 

ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah. 

3) Bukti Pembayaran Pajak Reklame 

Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menerima Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan wajib pajak daerah sebagai 

alat penyetoran yang akan diganti dengan tanda bukti 

pembayaran. Wajib pajak mendapatkan tanda bukti pembayaran 

pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pajak reklame. 

SSPD merupakan surat atau blangko pembayaran yang dijadikan 

bukti bahwa wajib pajak telah melunasi pajak reklame. Kemudian 

wajib pajak memperoleh SSPD.  

Didalam SSPD tercantum Nomor Peserta Wajib Pajak 

(NPWP), nama wajib pajak, alamat wajib pajak, tujuan 

pembayaran pajak, dan jumlah pajak, terakhir tanda tangan wajib 

pajak dan kasir (petugas yang menerima). SSPD diikuti perhatian 

bahwa bukti pembayaran SSPD bukan merupakan pengesahan 
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perizinan dan untuk siapa lembar tersebut. SSPD terdiri dari 3 

(tiga) lembar yaitu: 

(a) Lembar 1 untuk wajib pajak 

(b) Lembar 2 untuk kasir (petugas penerima pajak) 

(c) Lembar 3 untuk BKP unit kerja 

Sedangkan pembayaran dapat melalui pembayaran 

elektronik wajib pajak mendapatkan resi atau struk ATM sebagai 

bukti pelunasan pembayaran pajak reklame yang sah sebagai 

pengganti SSPD dilakukan melalui fasilitas ATM sebagai SSPD 

apabila telah dicantumkan bentuk pengesahan dari petugas 

penerima pajak.  

Berikut data penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pajak 

reklame sampai 31 November 2012, dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini: 

 Tabel 5. Jenis dan Jumlah reklame di Kabupaten Sleman per Nov 2012 

 

No Jenis reklame Jumlah reklame 

1 Billboard 931 

2 Shop Sign 728 

3 Baliho 157 

4 Kain 788 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab.Sleman tahun 2012 

 

Tabel 5 diatas menunjukkan pemasangan reklame dengan 

melakukan prosedur izin terlebih dahulu sehingga pajaknya juga telah 
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dipungut, namun jika dilihat dari jumlahnya dapat diketahui data 

jumlah reklame yang masuk ke Dinas Pendapatan Daerah tahun 2012 

yang paling besar adalah jenis reklame billboard dan jumlah reklame 

yang terkecil adalah baliho. Sebenarnya apabila dilihat dari potensi 

reklame yang ada di lapangan jumlah reklame masing-masing sesuai 

jenis reklame dapat digali lebih banyak dari data yang diperoleh karena 

pemasangan reklame dengan berbagai jenis semakin banyak. 

Tabel 6. Pemasukan pajak reklame sesuai jenis reklame per Nov 2012 

No Jenis reklame Pemasukan (Rupiah) 

1 Billboard Rp. 8.408.647.551,32 

2 Shop Sign Rp. 457.697.667,00 

3 Baliho Rp. 129.629.285,00 

4 Kain Rp. 172.865.088,00 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab.Sleman tahun 2012 

Dari tabel diatas dapat diketahui pemasukan atau penerimaan 

pajak reklame tahun 2012 paling besar adalah jenis reklame billboard 

karena dari sekian banyak reklame yang ada di Kabupaten Sleman yang 

banyak melakukan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak reklame 

adalah billboard berukuran besar, kemudian shop sign, kain, dan 

penerimaan paling kecil adalah jenis reklame baliho. Masing-masing 

jenis reklame seharusnya dapat menyumbang cukup besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya pada satu tahun terakhir 

tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak 
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reklame belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman.  

Dilihat dari potensinya, seharusnya pajak reklame dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Sleman. Namun karena masih banyak wajib pajak 

yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame 

menyebabkan penerimaan dari pajak reklame tersebut kurang 

maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan 

potensi wajib pajak reklame di Kabupaten Sleman, banyak wajib pajak 

reklame yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak 

reklame karena beberapa hal salah satunya adalah kurangnya kesadaran 

wajib pajak dengan tidak melakukan pendaftaran dan pendataan di 

kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Melalui upaya 

yang dilakukan seluruh staf reklame maka potensi ini dapat digali dan 

memberikan sumbangan yang besar terhadap pemasukan pajak reklame. 

e. Sanksi-sanksi dalam Pemungutan Pajak Reklame 

Bagi wajib pajak yang menyampaikan keterangan mengenai 

peraturan pajak reklame secara tidak benar atau memberi keterangan 

tidak sesuai dengan adanya perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame, maka dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 

1. Wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% setiap bulannya 
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2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak membayar pajak 

berdasarkan SKPD dapat dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2(dua) 

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak 

berdasarkan SKPD dapat dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 

4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

Tindak pidana yang dimaksud diatas tidak dituntut setelah 

melampaui jangka waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.  

Dalam penerapan sanksi-sanksi tersebut diatas, untuk wajib 

pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

setiap bulannya selama ini belum ditemukan kasus wajib pajak yang 

tidak membayar pajak tepat waktu atau kurang membayar, dalam 

pelaksanaannya wajib pajak yang sudah menerima Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka saat itu juga wajib 

pajak harus segera menyetorkan kewajiban pajaknya di Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dalam menerapkan 

sanksi-sanksi belum secara tegas karena pemerintah daerah 

mempunyai banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Dinas 

Pendapatan Daerah Membutuhkan kerja sama dengan beberapa 
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pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol 

PP.  

Menurut Mardiasmo (2006: 2) agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat 

yuridis) 

3)  Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

4) Pemungutan pajak harus efisiensi (syarat finansiil) 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

sudah memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak diatas namun di 

lapangan pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah 

No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana terutama pada pasal-

pasal yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggar karena masih 

ditemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya 

penerapan peraturan daerah. Banyaknya pemasang reklame yang tidak 

membayar pajak maka akan mempengaruhi pendapatan daerah, yaitu 

menyebabkan kurang optimalnya pendapatan asli daerah dari sektor 

pajak reklame. 

 

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman dalam Pemungutan Pajak Reklame. 

 Secara administrasi dalam melakukan pemungutan pajak 

reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman masih terdapat 
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kendala/hambatan yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi adanya 

hasil penerimaan pajak reklame.  

 Beberapa hambatan yang ditemui dalam pemungutan pajak 

reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 

yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan pajak reklame  

1. Keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di 

Kabupaten Sleman. 

Untuk mencapai target reklame pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman seharusnya mengoptimalkan panggung- panggung 

spanduk yang memang disediakan untuk keperluan pemasangan 

reklame dalam bentuk kain dan billboard. Pemasangan panggung 

spanduk bertujuan untuk mengurangi kesan semrawut pemasangan 

reklame karena dipusatkan di satu tempat dan diatur sedemikian rupa 

sehingga faktor estetika dan tujuan promosi pemasangan iklan bisa 

berjalan seiring. Sleman hingga saat ini masih kekurangan panggung 

reklame. Idealnya di Sleman ada 35 panggung reklame, namun saat ini 

baru tersedia 18 panggung saja. Akibatnya banyak pemasangan 

reklame yang tidak tertata dan menyalahi aturan.  

Keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk karena 

sulit mencari lokasi untuk pemasangan panggung, sehingga 

menimbulkan pemasangan reklame tak tertata. Hal tersebut 

menyebabkan banyak spanduk-spanduk yang melanggar 

pemasangannya, seperti melintang di Jalan. Hal seperti itu sebenarnya 
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dilarang oleh pemerintah daerah, karena bisa membahayakan 

pengguna jalan jika spanduk itu putus. 

Kekurangan lahan dan kurangnya panggung spanduk bukan 

satu-satunya hambatan dalam penataan reklame, dalam penataan 

reklame sangat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah 

dengan masyarakat khususnya pemasang reklame dan pemahaman 

masyarakat tentang penataan reklame misalnya pemasang reklame 

melakukan izin pemasangan reklame sebelum reklame dipasang, 

sehingga dengan izin pemasangan reklame dan pemahaman 

masyarakat tentang penataan reklame diharapkan reklame-reklame di 

Kabupaten Sleman tertata dengan baik. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan asset utama dalam 

pelayanan publik, oleh karena itu pemerintah menyadari sepenuhnya 

bahwa SDM merupakan faktor penentuan dan pencapaian tujuan. 

Sumber daya mempunyai pengaruh yang lebih untuk menunjang 

pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman 

khususnya pajak reklame. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud 

adalah staf yang cukup yang mendukung jalannya pelaksanaan 

pemungutan pajak reklame di kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sleman. Dalam hal pemungutan pemungutan pajak daerah 

sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang 

sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.  
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Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memiliki 54 

orang pegawai, 12 orang pegawai diantaranya mempunyai tugas 

melayani wajib pajak dan melayani pembayaran pajak pada loket, dan 

sisanya 42 orang pegawai mempunyai tugas operasional lapangan. 

Jumlah 54 orang pegawai ini menangani 9 jenis pajak yaitu pajak 

hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

parkir, pajak mineral bukan logam, pajak BPHTB, pajak PBB, pajak 

hiburan, dan pajak air tanah. 

Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pajak 

dan penertiban pajak, salah satunya adalah pajak reklame di mana 

dalam pembayaran pajaknya berkaitan dengan pemasangan reklame. 

Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sleman sehingga 

banyak sekali pemasang reklame yang tidak melakukan perizinan dan 

tidak membayar pajak. Untuk memaksimalkan pelayanan dan 

penertiban pajak, maka dibutuhkan petugas operasi lapangan yang 

cukup banyak, mengingat masih ada reklame yang belum berizin 

maupun membayar pajak. Berkaitan dengan hal ini hasil wawancara 

dengan karyawan salah satu biro periklanan di Kabupaten Sleman 

banyak reklame di Kabupaten Sleman banyak yang tidak melakukan 

izin reklame, pendaftaran, pendataan, dan pembayaran pajak reklame 

dikantor Dispenda karena masih kurangnya pengawasan di lapangan 

oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga masyarakat juga enggan 

mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar kewajiban pajaknya. 
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Kurang lebih 30% reklame di Kabupaten Sleman tidak melakukan 

pendaftaran dan pendataan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak reklame di 

Kabupaten Sleman. 

3. Kurangnya kesadaran wajib pajak 

 Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara 

untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya 

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke 

negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak 

yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga 

mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan 

terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan 

pasif, yaitu : 

1) Perlawanan Pasif 

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri 

tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. 

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang 

mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya 

dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual 

dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu 

sendiri. 
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(a) Struktur ekonomi 

Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan 

pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan 

pendapatan netto oleh wajib pajak sesuai dengan norma 

perhitungannya. 

(b) Perkembangan moral dan intelektual penduduk 

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol 

yang dilakukan oleh fiscus (pejabat pajak) ataupun karena 

objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. 

(c) Cara hidup masyarakat di suatu negara 

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar 

kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya 

penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan 

kas negara. 

(d) Teknik pemungutan pajak. 

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian 

formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, 

prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak 

dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan 

pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya 

penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak 

untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. 
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2) Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari 

wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk 

menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang 

seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, 

yaitu: 

(a) Penghindaran pajak 

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam 

kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi 

sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib 

pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun 

kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.  

(b) Pengelakan pajak 

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar 

Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP 

dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi 

dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian 

dari penghasilannya. 
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(c)  Melalaikan pajak 

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak untuk membayar 

pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak untuk 

memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Misalnya usaha 

menggagalkan penyitaan. 

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak 

juga terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di 

Kabupaten Sleman yaitu melalui perlawanan pasif dan perlawanan 

aktif. Perlawanan pasif yaitu perkembangan moral dan intelektual 

penduduk, saat ini banyak ditemukan pejabat pajak yang melakukan 

pelanggaran undang-undang dengan melakukan korupsi pajak. 

Kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh perilaku pejabat pajak, 

sejak ditemukan kasus-kasus korupsi sangat mempengaruhi persepsi 

masyarakat. Kemauan masyarakat untuk membayar pajak menjadi 

menurun. Seperti kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu dan 

beberapa pejabat pajak lainnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat 

oleh pengguna reklame dengan menyampaikan pajak yang harus 

dibayarkan tidak sesuai kemampuan atau mahal, dan adanya rasa 

ketakutan apabila uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintah 

daerah hanya dikorupsi oleh pejabat pajak karena banyak reklame 

yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.  
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Perlawanan pasif lain adalah teknik pemungutan pajak 

mengenai prosedur izin reklame dan tahapan dalam pembayaran pajak 

reklame. Pemasang reklame jenis baliho dan billboard ukuran kecil 

(papan nama) mengakui bahwa tidak membayar pajak reklame dengan 

alasan reklame yang dipasang hanya kecil dan kurang memahami 

tempat perizinan serta prosedur izin yang harus dilakukan sebelum 

reklame dipasang. Kepala Bidang pendaftaran dan pendataan Dinas 

Pendapatan Daerah menjelaskan kesadaran masyarakat yang 

membayar pajak reklame masih sangat rendah. Potensi penarikan 

pajak reklame masih belum optimal. Masih banyak pemilik toko yang 

memasang papan reklame enggan untuk membayar pajak karena 

kesadaran mereka masih rendah untuk membayar pajak reklame, 

padahal saat ini baliho di sepanjang jalan utama Sleman menjamur. 

4. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah 

kepada masyarakat 

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan 

kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung 

pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi 

mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pajak reklame. 

Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah 

kepada masyarakat karena sistem perpajakan yang mungkin dirasa 

sulit dipahami masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak 

umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya, 
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salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar pajak reklame. 

Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan 

pemungutan pajak reklame sudah jelas didalam Peraturan Daerah No. 

4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pemungutan pajak reklame 

diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang 

informasi karena mungkin menurut masyarakat penjelasan perda 

masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau 

penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari 

peraturan daerah tersebut. 

D. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

dalam Pemungutan Pajak Reklame 

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses 

perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa 

hambatan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sleman berusaha 

untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah 

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Restribusi Daerah 

ditetapkan untuk menjamin kesinambungan dan perbaikan pelayanan 

umum, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, 

sebagai alat pengendalian dan pengawasan dengan tetap berpedoman 

pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, 
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untuk itu emerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Badan 

legislatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Restribusi 

serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya 

menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak reklame.  

Sosialisasi pajak reklame bertujuan memberikan pemahaman 

yang benar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari 

masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman.  

2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan 

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten sleman dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah 

melakukan sistem jemput bola. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame 

dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni petugas pemungut 

mendatangi wajib pajak reklame untuk mengurus ijin pemasangan 

reklame dan membayar pajak terhadap reklame yang dipasangnya. Jenis 

reklame terdiri dari reklame tetap seperti billboard dan reklame 

insidentil seperti spanduk, baliho, dan sebagainya.  

Pemerintah melakukan pendaftaran dan pendataan ditempat 

wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), dengan diserahkannya SPTPD pada wajib pajak maka wajib 

pajak mengetahui kewajiban pajaknya. Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan Dinas Pendapatan Daerah 
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(Dispenda) Kabupaten Sleman salah satu contoh sistem jemput bola 

oleh petugas adalah petugas langsung datang ke toko-toko yang 

memasang reklame jenis baliho yang melekat /menempel atau 

memasang reklame jenis billboard didepan toko. 

3. Penertiban dengan Surat Teguran 

Bagi subjek  pajak yang tidak atau belum mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak dan bagi wajib pajak yang memasang reklame 

dalam jangka waktu tertentu namun masa pajak telah habis belum 

melakukan perpanjangan pajak maka akan diberi peringatan melalui 

surat teguran atau peringatan, surat ini disampaikan kepada wajib pajak 

sampai tiga kali apabila tidak mendapat tanggapan maka akan 

dilakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Selain itu 

teguran juga dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau tulisan 

yang menegaskan bahwa reklame tersebut tidak membayar pajak pada 

papan reklame.  

4. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam 

seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Sleman mengetahui reklame-reklame yang tidak 

memiliki izin dan tidak membayar pajak.  
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Pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman bagian Seksi Pengendalian 

Bangunan dimana tugas Seksi Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan adalah mengawasi pemasangan konstruksi 

reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak 

berizin dan melakukan pengendalian izin. Tugas Seksi Pengendalian 

Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah mengawasi 

pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan 

penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian 

izin.  

Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam hal penanganan izin reklame 

yang belum berizin dengan memberikan data reklame yang sudah 

membayar pajak namun belum mengajukan izin, karena bukti 

pembayaran  pajak reklame bukan merupakan izin reklame. Sehingga 

dengan adanya koordinasi dari dua dinas tersebut maka dapat 

menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Sleman yang tidak 

memiliki izin dan tidak membayar pajak. 

Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penertiban reklame yang 

tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP 

melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, 

dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak. Koordinasi Dinas 

Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan SatPol 



116 
 

PP dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan 

saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk 

ketertiban.  

Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan dan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan 

melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan saat ditemukan 

permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban. Tujuan 

rapat koordinasi tersebut adalah untuk membahas kegiatan yang akan 

dilakukan dalam menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Sleman 

yang dirasa bermasalah sekaligus membahas anggaran yang dibutuhkan 

untuk kepentingan penertiban reklame.  

 

 


